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 Skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama 
Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak Luar Nikah Berdasarkan 
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010” ini merupakan hasil penelitian 
lapangan. Penelitian ini menjawab tentang bagaimana pandangan Hakim 
Pengadilan Surabaya tentang anak luar nikah berdasarkan putusan MK Nomor 
46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana analisisnya terhadap pandangan Hakim 
Pengadilan Agama Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian 
ini dalam bentuk lapangan yaitu terjun langsung kelapangan untuk menggali 
data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu kepada Hakim 
Pengadilan Agama Surabaya. Selain wawancara peneliti juga menggunakan studi 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa perbedaan pandangan 
oleh Hakim PA Surabaya tentang nafkah ayah biologis kepada anak diluar nikah 
berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ada sebagian yang tidak 
menyetujui karena hal inib menjadi jalan pada pasangan muda dan mudi untuk 
melakukan perzinahan, ada juga yang menyetujui dengan alasan putusan MK 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum bagi kaum wanita 
dan anak-anak. 
Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pendapat Hakim–Hakim 
Pengadilan Agama Surabaya setuju sebagian dengan adanya putusan MK Nomor 
46/PUU-VIII/2010 apabila kata “hubungan perdata” pada pasal tersebut tidak 
diartikan sebagai hubungan nasab melainkan hak menuntut pembiayaan 
pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang 
merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. 
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A. Latar Belakang 
Islam adalah agama yang diturunkan sebagai Rahmatanlil’alamin 
yang artinya islam merupakan agama yang membawa rahmat dan 
kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan, 
tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah 
SWT dalam al-Qur’an surat Al-Anbiya ayat 107: 
 َي ِم َل ا َع مل ِل  ًةَ محَْر   َلّ ِإ  َك ا َن مل َس مر َأ  ا َمَو  
Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 
 
Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk 
Allah SWT, baik itu tumbuhan, hewan, serta isi alam semesta khususnya 
manusia. Oleh karena itu dalam Islam di wajibkan untuk menaati perintah 
dan menjauhi larangan yang telah di tetapkan dalam sumber agama Islam 
yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. 
Dalam pertumbuhan manusia, Allah SWT menciptakan manusia 
saling berpasangan. Menghalalkan pernikahan, dan mengharamkan 
perzinahan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 
dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karakterisitik khusus 
dalam islam bahawa setiap ada perintah yang harus dikerjakan umatnya 
pasti telah ditentukan syari’atnya (tata cara dan petunjuknya), dan 

































              
 
hikmah yang dikandung dari perintah tersebut. Maka tidak ada satu 
perintahpun dalam berbagai aspek kehidupan baik yang menyangkut 
ibadah secara khusus seperti perintah shalat, zakat, puasa, haji dan lain-
lain, maupun yang terkait dengan  ibadah secara umum seperti perintah 
mengeluarkan infaq, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada 
tetangga dan lainnya yang tidak mengandung syari’at dan hikmahnya. 
Begitu pula halnya dengan menikah. Menikah merupakan perintah Allah 
SWT untuk seluruh hamba-Nya tanpa kecuali dan telah menjadi sunnah 
Rasul-Nya, maka sudah tentu ada syari’at dan hikmahnya.  
Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai salah satu asas hidup 
yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bahkan 
Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai satu jalan yang amat mulia 
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan
1
. Selain itu 
perkawinan menjadi tempat memadu kasih sayang dan cinta yang benar, 
dan wadah tolong-menolong dalam hidup dan tempat kerja sama 
membina keluarga untuk membangun dunia.
2
 
Perkawinan dalam islam menempati posisi yang sangat strategis , 
sebab sah atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut. Islam menghendaki 
kemurnian keturunan (nasab) manusia. Sehingga seorang bayi yang lahir 
benar-benar jelas siapa ayahnya dan siapa ibunya
3
. Pelaksanaan 
                                                          
1
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahriyyah, 1396 H/1976 M), 355 
2
As-Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Dar Al’Fikr li at-Tiba,ah wa an-Nasr wa at-Tauzi’ 
1403H/1983 M), II:5 
3Muhsin Aseri, “Kedudukan Anak di Luar Nikah”,dalam :An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan 
dan Kemasyarakatan, Volume 3, No. 6, desember , (Kaltim:STAI Darul Ulum,2010), 127-128. 

































              
 
perkawinan di Indonesia menurut Undnag-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) harus dicatatkan. Lembaga yang 
diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan 
Agama (KUA) bagi ayng beragama Islam, dan catatan sipil bagi yang non 
Islam. Tujuannya untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan 
juga termasuk ikatan keperdataan. 
Perkawinan menurut syari’at Islam setidak-tidaknya akan : 
1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi 
terhormat dan saling meridhai. 
2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri 
manusia, memelihara keturunan dengan baik dan 
menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki. 
3. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri 
keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak 
keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi 
kekhalifahan. 




Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya hak dan 
kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Selain 
itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan 
yang sah. Ketentuan dalam pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah 
                                                          
4
H. M. ZuffranSabrie, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah. (Jakarta : Departemen 
Agama RI, 1998), hlm. 7-8. 

































              
 
diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan perkawinan. Perkawinan 
merupakan solusi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan 
lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan 
hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur laur perkawinan, 
namun dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatannya, baik 
diri-sendiri, anak maupun keluarga.
5
 
Secara etimologis nafkah adalah nama untuk sesuatu yang 
dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara terminologis nafkah 
adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan anak. Nafkah pada 
umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai 
dengan perintah Allah SWT seperti terhadap isteri, orang tua, kerabat, 
dan sebagainya. Nafkah merupakan hak isteri atas suami atau kewajiban 
seorang suami terhadap isterinya. Dari definisi ini nafkah adalah suatu 
peran ekonomis dalam keluarga atau orang-orang yang berikat dalam 
suatu akad nikah dan konsekuensi-konsekuensi hubungannya.
6
 
Keberadaan nafkah tentu sangat penting dalam membangun 
keluarga. Jika dalam satu kelaurga nafkah tiak terpenuhi, baik nafkah 
isteri maupun nafkah anak-anaknya dapat menimbulkan ketidak 
harmonisan dan ketidak berhasilan dalam membina keluarga. 
Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai 
kewajiban suami isteri dalam keluarga, di antaranya di dalam masalah 
nafkah, sebagaimana firman Allah SWT: 
                                                          
5
Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2005), 46 
6
Adi Sasongko, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: sinar grafika press, 1999), 1051 

































              
 
 ِفوُرمعَمملِاب َنُه ُتَو مسَِكو َنُه ُقمِزر َُهل ِدُول موَمملا ىَلَعَو اَهَع مسُو َلِّإ ٌس مف َن ُفَلَكُت َلّ  
“Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.7 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung 
jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. 
Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya 
mempertahankan keutuhan eksistensi sebuah keluarga, nafkah wajib atas 
suami semenjak akad perkawinan dilakukan
8
. Anak merupakan salah satu 
rahmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang bernilai tinggi 
dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Baik 
di dunia maupun di akhirat nanti
9
. Oleh karena itu agama islam 
mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, 
jangan didustakan apalagi jangan sampai di palsukan. Karena pada 
dasarnya hubungan keturunan adalah nikmat Allah SWT yang 
dianugerahkan kepada hamba-Nya.Perkawinan bukan hanya menyalurkan 
nafsu seksual secara sah belaka, tetapi juga untuk kepentingan reproduksi 
yang akan menyambung nasab orang tuanya dan mewarisi sejarah 
keluarganya. 
Al-Qur’an melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat 
menjerumuskan seseorang pada hubungan kelamin diluar perkawinan. 
                                                          
7
 Departemen Agama RI, As-Salam AlQur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Jabal Qur’an, 2015),  
8
TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Islam Memunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas, cet 
ke-1, (Jakarta: Bulan bintang, 1975), 105 
9
Syahminan Zaini al-Barry, Arti AnakBagi Seorang Muslim, (Surabaya; Al-ikhlas, t.t), 86 

































              
 
Demikian pentingnya istitusi perkawinan, karena salah satu tujuannya 
adalah untuk reproduksi, karena itu Nabi mengajak untuk hidup 
berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh warga dan umat Islam yang 
shaleh. 
Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang hubungan seksual 
diluar nikah, dugaan itu diperkuat oleh seringnya terjadi kasus perzinaan 
di kalangan mereka yang berpendidikan agama Islam sekalipun, atau 
komunitas-komunitas muslim yang dikenal taat pada agamanya. Bahkan 
perzinaan dan kasus hamil diluar nikah yang terjadi di lembaga-lembaga 
pendidikan Islam tidak lagi di anggap aneh atau mengejutkan.
10
 
Dalam pernikahan yang sah, maka anak yang dilahirkan akan 
mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abu al-Ainain Badran, 
anak yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai lima hak yaitu: 
1. Hak nasab, agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan 
selamat dari cela. 
2. Hak susunan, agar anakterjaga dari kelaparan dan kehausan 
yang dapat menyebabkan kematian. 
3. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum 
bisa mandiri dengan ekonominya. 
4. Hak hadanah, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala 
ilmu dan budi pekerti. 
                                                          
10
Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII, Press, 2003), 49 

































              
 




Anak merupakan suatu objek kajian dalam hukum Islam, termasuk 
status anak luar nikah (anak zina). Anak diluar nikah sering disebut anak 
haram.Seiring dengan berkembangnya zaman dan hukum positif di 
indonesia istilah “anak haram” erat kaitannya dengan anak yang 
dilahirkan dari akibat hubungan suami istri yang tidak sah.Anak yang 
dilahirkan diluar pernikahan atau sebagai akibat hubungan suami isteri 
yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban 
nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya dankeluarga 
ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak kandung (genetiknya), kecuali 
ayahnyabertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya 
menurut hukum Islam. 
Dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan yang berbunyi, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.Dalam Undang-Undang ini 
jelas menerangkan tentang hubungan perdata antara anak dan ibunya saja. 
Dengan lahirnya Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010isi dari pasal 43 ayat 
1 berubah menjadi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-
laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum 
                                                          
11
Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak 
Zina, (Jakarta: CV. Pedoman ilmu jaya, 1991), 78 

































              
 
ada hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
ayahnya”. 
Mengenai anak luar nikah, sampai saat ini dapat saja terjadi dan 
dialami oleh kalangan-kalangan tertentu, misalnya: 
1. Pihak-pihak yang masih bujangan. 
2. Satu pihak bujangan (ibu) dan bapak dalam status pernikahan 
atau sebaliknya. 
3. Akibat dari adanya pemerkosaan. 
4. Pihak-pihak dalam status pernikahan dan pihak isteri 
melakukan zina dan dapat dibuktikan.
12
 
Lahirnya putusan mk no 46/PUU-VIII/2010 Memicu banyak pro 
dan kontrak karena beberapa pendapat ada yang setuju dengannya dan 
tidak setuju dengan adanya hubungan perdata antara ayah biologis dan 
anak biologis. Pasalnya, hubungan perdata dalam pasal 43 di atas 
memiliki makna yang luas. 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, selanjutnya hanya disebut 
putusan MK sampai saat ini menyisakan persoalan yang belum tuntas dan 
terus menjadi perdebatan panjang dari berbagai elemen masyarakat 
Indonesia, mulai dari ahli hukum, baik praktisi maupun akademisi, pada 
alim ulama, para pemerhati Hak Asasi dan perlindungan Anak Indonesia 
bahkan sampai kepada masyarakat awam, nampaknya semua 
menyuarakan isi hatinya dari berbagai sudut pandang, sehingga terus 
                                                          
12
Iman Jauhari, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam, (Medan,Pustaka Bangsa Press,2003), hlm. 
10. 

































              
 
timbul pro dan kontra.Satu pihak mendukung putusan tersebut dengan 
berbagai argumentasi: mulai argumentasi filosofis, yuridis, sosiologis, 
kemanusiaan dan bahkan teks-teks kitab 0suci. Di pihak lain, ada yang 
tidak setuju dan menolak putusan MK tersebut dengan menguraikan 
berbagai kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, seraya 
menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang. 
Penulis sangat tertarik terhadap beberapa pendapat hakim di 
pengadilan agama surabaya mengenai Putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010 karena banyaknya perkara di pengadïlan agama surabaya 
yangbersinggungan dengan anak dan ibu Atau istri apalagi setelah adanya 
putusan mk ini, dari kalangan bapak atau suami sangat di unggulkan 
harkat dan martabatnya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan dengan adanya putusan MK 
tersebut anak yang dilahirkan dari hasil diluar nikah (anak zina) akan 
memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang 
dicatatkan dalam beberapa hal saja. Maka dari itu putusan tersebut 
memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik. Penulis 
ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan hakim Surabaya terkait 
putusan MK tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “pandangan 
hakim pengadilan agama surabaya tentang nafkah ayah biologis kepada 
anak di luar nikah berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010” 
 

































              
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang masalah Penelitian diatas, 
maka penulisakan mengindentifikasikan masalah yaitu: 
1. Status anak diluar nikah. 
2. Hukum nafkah anak diluar nikah 
3. Hak nafkah yang seharusnya diterima oleh anak diluar nikah 
4. Isi putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar 
nikah. 
5. Hak dan kewajiban anak diluar nikah. 
6. Hak dan kewajiban ayah selaku anak biologis anak diluar 
nikah. 
7. Pandangan hakim Surabaya terhadap putusan MK nomor 
46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah. 
8. Analisis pendapat hakim tentang putusan nafkah ayah biologis 
kepada anak diluar nikah paska putusan MK nomor 46/PUU-
VIII/2010. 
C. Pembatasan Masalah 
Batasan masalah ini penulis buat, supaya penelitian yang diteliti 
lebih terarah dan jelas, sehingga sangat penting pembatasan masalah ini 
penulis gunakan agar penulis menjadi lebih fokus, berikut pembatasan 
masalahnya: 
1. Penjelasan nafkah ayah biologis menurut Hakim Pengadilan Agama 
Surabaya Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. 

































              
 
2. Analisis pendapat hakim tentang putusan nafkah ayah biologis kepada 
anak diluar nikah paska putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan hakim tentang nafkah ayah biologis 
kepada anak diluar nikah menurut putusan MK nomor 
46/PUU-VIII/2010? 
2. Bagaimana analisis pandangan hakim tentang nafkah ayah 
biologis kepada anak diluar nikah menurut putusan MK nomor 
46/PUU-VIII/2010? 
E. Penelitian Terdahulu 
Setelah peneliti melakukan penelitian terdahulu, peneliti 
menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 
mempunyai sedikit relevansi dengan yang sedang peneliti lakukan, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Kulsum Ummi “Analisis Hukum Islam terhadap Hubungan 
Perdata Anak di Luar Nikah”. Dalam putusan MK No.46/PUU-
VIII/2010. Hasil ini menyimpulkan bahwa menurut putusan 
MK terhadap hubungan perdata anak di luar nikah terdapat 
tambahan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang 
menyatakan Änak dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

































              
 
ibunya”. Sedangkan menurut hukum Islam apabila anak 
dilahirkan di luar nikah atau tidak ada ikatan perkawinan antara 
kedua orang tuanya maka anak tersebut dinamakan anak zina 
atau anak diluar nikah sehingga hubungan perdatanya hanya 
kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, anak dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam hukum Islam anak yang lahir di 
luar nikah diartikan kedudukannya sebagai anak zina. Dari hasil 
kesimpulan tersebut, jika seorang laki- laki dan perempuan 
ingin menikah hendaknya pernikahan tersebut memenuhi syarat 
formil (syarat sesuai dengan agama masing- masing) maupun 
materiil (mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang 




2. Sandimula Nur Shadiq (2014) Studi Komparatif Mad’hab 
Syafi’i dan  Mad’hab Hanafi tentang Status dan Hak Anak Luar 
Nikah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
pendapat ma’hab Syafi’i dan ma’hab Hanafi tentang status dan 
hak anak luar nikah? Dan bagaimana persamaan dan perbedaan 
antara ma’hab Syafi’i dan ma’hab Hanafi tentang status dan 
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Nikah : dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010” ,(Skripsi---UIN Sunan 
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hak anak luar nikah? Hasil dari penelitian menunjukkan 
perbedaan bahwa pengikut Ma’hab Syafi’i berpendapat bahwa 
anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan 
setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, adapun 
anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak 
biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang 
sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya 
terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah 
sebagai annabiyyah (orang asing), yang tidak menyebabkan 
keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan 
menurut ma’hab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak 
yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, 
adapun status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang 
lahir di dalam perkawinan yang sah, karena madhab Hanafi 
menganggap adanya nasab secara hakiki, sehingga anak 
tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. 
Persamaan antara keduanya yaitu, dalam hal kewarisan, bahwa 
anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, 
melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak luar 
nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak 
biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologis tidak 
berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang 
menjadi wali adalah wali Hakim, atau Sultan. Dalam Islam, 

































              
 
anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga 
merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir 
telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi, 
baik oleh orangtuanya maupun Negara. Maka bagi para 
masyarakat umum diharapkan untuk lebih mengetahui status 
anak luar nikah, dan implikasinya terhadap hak-haknya, serta 
diskriminasi terhadapnya, sehingga muncul kesadaran atas 
dampak negatif dari pergaulan bebas dan perzinaan, serta lebih 




3. Fahmi, Muhammad Ulul (2014) Analisis Hukum Islam 
Terhadap Hak Asuh Anak di Luar Kawin : Studi Komparasi 
Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Untuk menjawab bagaimana ketentuan hak 
asuh anak di luar kawin menurut Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana hukum Islam 
mengatur tentang adanya hak asuh anak di luar kawin menurut 
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 7 menyebutkan bahwa setiap 
anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
                                                          
14Sandimula Nur Shadiq, “Studi Komparatif Madhab Syafi’i dan Madhab Hanafi 
tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah” ,(Skripsi---UIN Sunan Ampel,2014). 

































              
 
diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan pada pasal 14 disebutkan 
pula bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya 
sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah 
menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam 
hal ini kedudukan anak sebagai anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan ataupun anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. 
Namun dalam hukum Islam jika anak tersebut dilahirkan di luar 
perkawinan maka anak tersebut harus diasuh oleh ibunya dan 
keluarga ibunya. Jika ibu tersebut tidak melakukan perkawinan 
lagi. Dalam hadis juga mengatakan bahwa anak yang lahir di 
dunia ini harus di asuh oleh orang tuanya sendiri tanpa suatu 
alasan apapun. Senada dengan putusan MK anak tersebut jika 
ingin diakui oleh kedua orang tuanya harus dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi atau alat 
bukti lainya, dan harus dengan cara tes DNA. Dengan adanya 
pernyataan di atas Pemerintah harus lebih terinci menentukan 
sikap agar hak asuh anak yang lahir di dunia ini akan kembali 
pada orang tuanya meskipun anak itu dilahirkan di luar 
perkawinan atau di dalam perkawinan. Kepada semua 
masyarakat agar pernikahanya dicatatkan menurut Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia supaya terhindar dari yang 

































              
 
namanya anak di luar perkawinan dan tidak merugikan bagi 
kelangsungan hidup si anak.
15
 
Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus 
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi 
perbedaan adalah dari segi permasalahannya, yang mana dari ketiga  
penelitian di atas membahas tentang hak asuh anak dan nafkah ayah 
kepada anak pasca perceraian sedangkan yang akan peneliti teliti kali ini 
membahas tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya 
tentang nafkah Ayah Biologis kepada Anak diluar nikah berdasarkan 
putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang penulis ingin dicapai dari penelitian skripsi ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui penjelasan isi putusan MK nomor 46/PUU-
VIII/2010. 
2. Untuk mengetahui pendapat hakim tentang putusan nafkah 
ayah biologis kepada anak diluar nikah paska putusan MK 
nomor 46/PUU-VIII/2010. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
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Luar Kawin : Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak” ,(Skripsi---UIN Sunan Ampel,2014). 

































              
 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan diantara 
manfaat tersebut sebagai berikut : 
 
1. Bagi Penulis 
a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah melalui 
pandangan hakim Surabaya dengan putusan MK nomor 
46/PUU-VIII/2010. 
b. Untuk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
2. Bagi hakim Pengadilan Agama Surabaya serta pakar hukum 
lainnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi praktis dan bermanfaat untuk Pengadilan Agama 
Surabaya, dan pakar hukum lainnya sebagai acuan tentang 
nafkah ayah biologis anak diluar nikah dalam putusan MK 
Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
3. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya – Fakultas Syariah dan 
Hukum 
Hasil Penelitian ini dapat menambah literatur serta 
referensi tambahan yang dapat digunakan ataupun 
dikembangkan sebagai bahan informasi  bagi Penelitian 

































              
 
selanjutnya khususnya tentang putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010 dan pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya 
tentang nafkah ayah biologis anak diluar nikah dengan putusan 
MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Kegunaan hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan 
dalam kajian – kajian ilmiah khususnya bagi sosial dan keluarga. Semoga 
berguna bagi masyarakat dan khususnya bagi umat islam seluruhnya. 
H. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari 
kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu 
untuk menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan 
mempaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami 
judul “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang 
nafkah Ayah Biologis kepada Anak diluar nikah berdasarkan putusan MK 
Nomor 46/PUU-VIII/2010” penjelasan sebagai berikut : 
1. Pandangan hakim adalah pendapat yang berdasar pada 
pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama Surabaya 
tentang nafkah ayah biologis kepada anak luar nikah 
berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
2. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010  
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah pintu masuk 
kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang 
diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya 

































              
 
secara final karena mk merupakan lembaga pertama dan yang 
terakhir. 
3. Nafkah 
Nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang 
kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi 
kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah 
berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field 
Research Method) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
mendatangi langsung hakim Pengadilan Agama Surabaya guna 
mendapatkan pengetahuan pandangannya terhadap nafkah ayah biologis 
anak diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, 
yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan 
karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.
16
 
Penulis akan berusaha menemukan dan menggali hal-hal yang 
berkaitan dengan nafkah ayah biologis terhadap anak di luar nikah 
dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data 
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Sukardi, MetodePenelitianPendidikan(Bandung: BumiAksara, 2003), 157. 

































              
 




Sedangkan jika ditinjau dari penelitian menurut jenis 
pengambilan keputusannya, penelitian ini menggunakan penelitian 
Deskripsi (Discriptive Research) artinya penelitian jenis ini dilakukan 
pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin 
mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana 
adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata 
menggambarkan (membeberkan) suatu gejala/peristiwa seperti apa 
adanya yang nyata-nyata terjadi.
18
 
Dari hasil keputusan yang penulis ambil dalam penelitian ini, itu 
murni dari paparan pihak hakim Pengadilan Agama Surabaya selaku 
pakar hukum yang mempunyai pandangan terhadap nafkah ayah biologis 
terhadap anak diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu Pengadilan 
Agama Surabaya Jl. Ketintang Madya VI / 3, Jambangan, Kota SBY, Jawa 
Timur 60232 
3. Data yang dikumpulkan 
Sesuai dengan  rumusan  masalah yang peneliti  tulis dalam 
penelitian ini, hasil data yang dikumpulkan yaitu: 
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Lexy J. Moleong, MetodePenelitianKualitatif (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007), 4. 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari sumber 
penelitian.
19
 Adapun data primer yang dikumpulkan nantinya 
yaitu data mengenai pandangan Hakim-Hakim Pengadilan 
Agama Surabaya tentang nafkah ayah biologis terhadap anak 
diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 
orang lain atau dokumen.
20
Adapun data sekunder yang akan 
dikumpulkan yaitu isi putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010. 
4. Sumber Data  
Sumber data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini  
adalah data-data  tentang pandangan hakim Pengadilan 
Agama Surabaya tentang nafkah ayah biologis terhadap anak 
diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan 
sumber-sumber data sebagai berikut ini:  
a. Sumber Primer  
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Arikunto Suharsimi, prosedur suatu penelitian pendekatan praktel, (Jakarta: Rineka Ciptra, 
2002), 107 
20
Saifuddin Azwae, metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91 

































              
 
Sumber data primer  yakni subjek penelitian yang 
dijadikan sebagai sumber informasi  penelitian dengan 
menggunakan alat  pengukuran atau pengambilan data 
secara langsung atau yang dikenal dengan istilah 
interview  (wawancara).
21
 Dalam hal ini subjek penelitian 
yang dimaksud adalah pihak Hakim-Hakim Pengadilan 
Agama Surabaya. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber data sekunder ini  penulis ambil dari berbagai literatur 
sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh 
dari beberapa referensi serta sebagai penunjang dari sumber data 
primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen 
yang berkubungan dengan masalah seperti: 
1. Al-Qur’an dan terjemahannya. Di dalam Al-Qur’an dan 
terjemahannya menyangkut landasan hukum keluarga yang 
berkaitan dengan penelitian.  
2. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
3. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti tentang nafkah ayah biologis terhadap anak diluar 
nikah. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
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Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91. 

































              
 
Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Wawancara 
Wawancara  merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan 
yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar 
pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan 
lain. Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian 
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya.
22
 Dalam  penelitian ini, wawancara  dilakukan 
dengan cara wawancara  langsung baik secara struktur  maupun 
bebas dengan Pihak hakim Pengadilan Agama Surabaya 
sebanyak 9 hakim baik laki-laki maupun perempuan. Dalam 
penelitian ini wawancara merupakan metode untuk menjawab 
rumusan masalah yang penulis teliti.  
2. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui  
dokumen.
23
 Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia 
yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, 




M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.   





































 Penggalian data ini  dengan cara menelaah 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan putusan MK Nomor 
46/PUU-VIII/2010 serta kasus nafkah anak diluar nikah lainnya. 
Dokumentasi ini diperoleh dari arsip-arsip yang terdapat dalam 
kasus yang terjadi di Pengadilan Agama surabaya. 
6. Teknik Pengolahan Data  
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola 
menggunakan penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini, 
dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data 
sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang 
diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 
keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan 
penelitian.
25
 Data yang diperoleh setelah penelitian pada 
pandangan hakim terhadap nafkah ayah biologis anak diluar 
nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. penulis 
melakukan pemeriksaan kembali dari data tersebut. 
Pemeriksaan dilakukan dari segi kelengkapan, kejelasan serta 
kesesuaian data tersebut agar relevansi sesuai yang diinginkan. 
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat 
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang 
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Juliyansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah, 141. 
25
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 243. 

































              
 
sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara 
sistematis.
26
Setelah data yang diperoleh tidak sesuai dengan 
penelitian, maka data tersebut disusun kembali sesuai dengan 
rumusan masalah yang menjadi topik utama penelitian. Data 
yang diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka data 
tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini, karena tidak 
sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan secara 
sistematis. 
c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah 
diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan 
mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya 
merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. 
7. Metode Analisis Data  
Setelah mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada maka 
langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri-sendiri maupun 
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Ibid., 245-246 





































 Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode 
yang telah ditentukan.
28
 Tujuan dari metode ini adalah untuk 
membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki.
29
 Metode ini digunakan 
untuk mengetahui secara jelas pandnagan hakim Pengadilan Agama 
tentang nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah dalam 
dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif, yang memerlukan data-data untuk 
menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). 
Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang 
sebenarnya. 
Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir 
deduktif yang merupakan pola pikir dengan menggunakan analisa 
yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, 
kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah 
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Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 333 
28
BurhanBungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Surabaya: Airlangga UniversityPress, 2001), 143. 
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Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63. 





































 Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan 
dengan nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah kemudian 
dikaitkan dengan pandangan hakim terhadap nafkah ayah biologis 
terhadap anaknya dengan putusanMK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
J. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas kembali mengenai 
isi dari skripsi  ini agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu 
sistematika Penelitian yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan 
dalam membaca maupun memahami  isi dari skripsi ini. Sistematika 
Penelitian ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-
bab yang akan dibahas. Sistematika Penelitian skripsi ini adalah: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar 
Belakang Masalah, Indentifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, 
Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.  
Bab kedua, pada bab ini dibahas tentang teori-teori tentang nafkah 
ayah bilogis terhadap anak diluar nikah serta tentang putusan MK Nomor 
46/PUU-VIII/2010. 
Bab ketiga, adalah bab data Penelitian yang membahas tentang 
putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan pandangan hakim Pengadilan 
Agama Surabaya tentang nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah 
dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. meliputi: putusan MK 
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SutrisnoHadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3. 

































              
 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hasil wawancara pandangan hakim 
Pengadilan Agama Surabaya tentang nafkah ayah biologis terhadap anak 
diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Bab keempat, adalah analisis data, memuat analisis pertama yaitu 
penjelasan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, analisis kedua yaitu 
pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap nafkah ayah 
biologis anak diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
dengan menafsirkan temuan peneliti ke dalam kumpulan data yang telah 
mapan. 
Bab kelima, merupakan bab penutup  yang berisi  kesimpulan dari 
hasil Penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak 
pihak. Khususnya bagi pakar hukum agar menjadi bahan acuan dalam 
masalah nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah dalam putusan 
MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 


































PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG NAFKAH 
AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR NIKAH 
 
A. Pertimbangan hukum putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah 
untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 
UUD 1945); 
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu 
akan mempertimbangkan: 
a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 
b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk 
mengajukan permohonan a quo;  
1. Kewenangan Mahkamah 
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

































              
 
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 
selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, 
selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional 
Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar; 
Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk 
menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) 
UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan 
Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo; 
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 
dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 

































              
 
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang 
yang mempunyai kepentingan sama); 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara; 
Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang- 
undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan 
terlebih dahulu: 
a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud 
Pasal 51 ayat (1) UU MK; 
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang 
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya 
undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 

































              
 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang 
yang dimohonkan pengujian; 
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan pengujian; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 
paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para 
Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: 
Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan 
sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak 
konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

































              
 
Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah”;  
Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan 
Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan ”Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 
Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya 
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974; 
Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami 
oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, 
menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat 
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a 
quo; 
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum 
(legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
pokok permohonan; 
 

































              
 
3. Pendapat Mahkamah 
a. Pokok Permohonan 
Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah 
pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 
menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 
yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 
khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 
Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai 
pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah 
mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. 
Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b 
UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan 
menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, 
suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. 

































              
 
Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) 
pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan 
sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban 
administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah 
syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 
calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara 
melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban 
administratif. 
Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan 
perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua 
perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud 
diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus 
dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang 
diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide 
Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan 
dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut 
Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena 
pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

































              
 
atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945]. 
Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh 
negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum 
penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang 
berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian 
hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta 
otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait 
dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 
dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan 
dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai 
akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena 
tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, 
tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai 
asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila 
asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 
mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang 
berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan 
efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 
Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum 

































              
 
(legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk 
memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab 
pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. 
Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa 
terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui 
hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan 
perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. 
Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan 
bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di 
luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut 
sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum 
membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 
menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari 
tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu 
hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai 
bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi 
yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu 
merupakan anak dari laki-laki tertentu. 
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, 
yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan 
dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya 
terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek 
hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

































              
 
Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-
laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, 
akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan 
darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan 
demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak 
yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak 
demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di 
luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 
status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan 
stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang 
anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap 
anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih 
dipersengketakan; 
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 
43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 

































              
 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga ayahnya”; 
Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 
1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 
1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 
(conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat 
tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 
sebagai ayahnya; 
B. Amar Putusan 
Isi putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang 
menjadi kontroversial dalam perkembangan hukum di Indonesia tertuang 




1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

































              
 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan 
darah sebagai ayahnya; 
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 
laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat 
tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

































              
 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua 
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, 
Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, 
dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, 
tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua 
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, 
Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, 
dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi 
oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 
Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 
Amar Putusan tersebut kemudian ditandatangin oleh Ketua yaitu 
Moh. Mahfud MD, dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi yaitu 

































              
 
Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim. 
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ternyata menyisakan 
perbedaan pendapat diantara 9 hakim MK. Perbedaan pendapat berupa 
alasan berbeda (concurring opinion) dilancarkan oleh Maria Farida Indrati, 
yaitu menyatakan sebagai berikut: 
Perkawinan menurut pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan mengenai syarat 
syahnya perkawinan pada pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa : ayat (1) 
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.” Sementara ayat (2) menyatakan, ” 
Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. Keberadaan ayat 2 di atas menimbulkan ambiguitas bagi 
pemaknaan pasal 2 ayat 1 UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud 
oleh pasal 2 ayat 2 undang-undang a quo tidak ditegaskan apakah sekedar 
pencatatan secara adminstratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau 
tidaknya perkawinan yang telah diberlangsungkan menurut agama atau 
kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh 
terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Dalam perkara ini, 
potensi saling meniadakan terjadi antara pasal 2 ayat 1 dengan pasal 2 ayat 
2 UU 1/1974. Pasal 2 ayat 1 yang pada pokoknya menjamin bahwa 

































              
 
perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 
dihalangi oleh keberlakuan pasal 2 ayat 2 yang pada pokoknya mengatur 
bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum sah jika telah 
dicatatkan oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat pernikahan. Jika 
pasal 2 ayat 2 di atas dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 
yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka 
hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 
penambahan terhadap syarat perkawinan. Kata “perkawinan” dalam pasal 
43 ayat 1 Undang-undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan 
yang sah secara islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. 
Namun demikian, berdasarkan tunjauan sosiologis tentang lembaga 
perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan 
kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya 
hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anal-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di 
masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan 
kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (Negara) yang 
memiliki kekuatan pemaksa. 
Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara 
kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari 
kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan 
secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama 

































              
 
dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan 
diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan 
kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk 
meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca 
perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya 
penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 
kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain 
sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan 
perkawinan secara utuh. 
Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk 
melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud 
dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah 
dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang 
dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya 
perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan 
perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 
syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian 
dapat dihindari dan ditolak. Negara mengatur (mengundangkan) syarat-
syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau 
kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang 
dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan 
nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan 

































              
 
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 
administrasi  kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau 
kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan 
administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang 
menyangkut administrasi kependudukan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 
dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 
kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 
mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 
menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan 
secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut 
UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami 
kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-
hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari 
perkawinan tersebut. 
Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 
menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 
dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 
ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 

































              
 
1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo yang mensyaratkan 
pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk 
melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi 
adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya 
pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan 
yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 
Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 
1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap 
hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan 
dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa 
yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan 
adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 
status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan 
tentang kelahiran dan kematian. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 
konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 
2 ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat 
mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak 
konstitusional Pemohon I. 
Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 
pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam 

































              
 
hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau 
secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan 
hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum 
ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak 
bertentangan dengan cita cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari 
terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait 
praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat 
dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek 
negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional 
(peraturan perundangundangan) yang berusaha menjadi payung bagi 
pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah 
payung yang mengayomi pluralism hukum, di satu sisi harus menyelaraskan 
tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek 
pembatasan semacam ini mendapatkan pembenarannya dalam paham 
konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan 
dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

































              
 
Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan 
yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu 
berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama 
atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai 
bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu 
perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, 
sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait 
dengan perlindungan terhadap wanita dan anak- anak sebagaimana telah 
diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang 
tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) 
akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 
perkawinan dimaksud. 
Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 
dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat 
privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan 
norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat 
oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan 
negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara 
(Pemerintah). 
Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 
1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang 
terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di 

































              
 
sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan 
perkawinan. Dalam konteks system hukum perkawinan, perlindungan oleh 
negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama 
terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan 
dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya 
adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi 
lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 
negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, 
harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah 
perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus 
dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan 
suaminya. 
Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 
potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan 
anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya 
mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk 
membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain 
itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan 
nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian 
keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri 
dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang 

































              
 
tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki 
pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 
misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian 
bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya 
dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak 
biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan 
perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali 
bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan 
sebagai tindakan yang diskriminatif. 


































PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 
SURABAYA TENTANG NAFKAH AYAH BIOLOGIS 
KEPADA ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MK 
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 
A. Pengadilan Agama Surabaya 
1.     Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surabaya 
Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu 
kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan 
Presiden.
1
 Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama 
dilaksanakan oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi. 
Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan Agama tingkat Pertama 
kelas 1A merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 
Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya yang 
mempunyai Yuridiksi 160 kelurahan dan 31 kecamatan, dengan luas wilayah 
33.306,30 Km
2 
 dan jumlah penduduk 2.864.343 jiwa. 
                                                          
1
 Wikepidia, “Peradilan Agama”, http//id.wikipedia.org/wiki/Peradilan-Agama, di akses pada 2 
Desember 2017. 

































              
 
Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Surabaya adalah Staablad 
1882 No. 152 Jo STBL nomor 116 dan 610, sejak berdirinya Pengadilan Agama 
Surabaya belum memiliki kantor yang permanen dan terletakjadi satu dengan 
Masjid Ampel Surabaya kemudian pindah di jalan peneleh Surabaya kemudian 
baru pada tahun anggaran 1997/1998 dengan dana proyek APBN dibangunlah 




Pada tahun 1990 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan dana dari 
DIPA Kementrian Agama untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung 
kantor sehingga Pengadilan Agama Surabaya pindah alamat ke jl. Ketintang 
Madya VI/3 Surabaya dengan menepati gedung kantor yang sederhana diatas 
tanah berukuran ±1480 M
2
. 
Pada tahun 2006, 2008 dan 2009 Pengadialn Agama Surabaya mendapat 
dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk pembangunan Gedung kantor secara 
bertahap hingga menjadi bangunan gedung berlantai 2 seperti sekarang, walaupunj 
belum sesuai dengan prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A. 
Gedung Pengadialn Agama Surabaya yang terletak di jl. Ketintang Madya 
VI/3 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 
oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. H. Bagir Manan, S.H., 
MCL. 
Adapun beberapa wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A 
meliputi 31 kecamatan yaitu: 
1. Kecamatan Jambangan 
2. Kecamatan Gayungan 
3. Kecamatan Wiyung 

































              
 
4. Kecamatan Wonokromo 
5. Kecamatan Wonocolo 
6. Kecamatan Pabean Cantikan 
7. Kecamatan Semampir 
8. Kecamatan Kenjeran 
9. Kecamatan Bulak 
10. Kecamatan Gubeng 
11. Kecamatan Gunung Anyar 
12. Kecamatan Mulyorejo 
13. Kecamatan Sukolilo 
14. Kecamatan Rungkut 
15. Kecamatan Tambak Sari 
16. Kecamatan Tenggilis Mejoyo 
17. Kecamatan Dukuh Pakis 
18. Kecamatan Karangpilang 
19. Kecamatan Sawahan 
20. Kecamatan Asemrowo 
21. Kecamatan Benowo 
22. Kecamatan Pakal 
23. Kecamatan Lakarsantri 
24. Kecamatan Sambikerep 
25. Kecamatan Sukomanunggal 
26. Kecamatan Tandes 
27. Kecamatan tegalsari 
28. Kecamatan Bubutan 

































              
 
29. Kecamatan Genteng 
30. Kecamatan Simokerto 
31. Kecamatan Krembangan 
 
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Surabaya 
Ada beberapa Visi Misi Pengadilan Agama Surabaya diantaranya: 
a. Visi 
Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang 
profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan: Indonesia Yang 
Agung 
b. Misi Pengadilan Agama Surabaya adalah :  
1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama. 
2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan 
transparan. 
3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum 
bagi masyarakat. 
4) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan. 
3. Struktur Organisasi Pengadialn Agama Surabaya 
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar 
tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan
2
. Oleh karena itu struktur 
organisasi perlu dilaksanakan oleh setiap lembaga guna mengatur dan 
mengontrol kegiatan. Ada beberapa struktur organisasi penagdilan Agama 
                                                          
2
 Wikipedia, “Struktur Organisasi”, http//id.wikipedia.org/wiki/struktur_organisasi. Di akses 
pada 27/06/2017. 

































              
 
Surabaya meliputi: Ketua, 30 Hakim, 1 Panitera, 1 Wakil Panitera, 1 
Panitera Muda Gugatan dengan 6 staf, 1 Panitrera Muda Permohonan 
dengan 8 staf, 1 Panitera Muda Hukum dengan 7 staf, 19 Panitera 
Pengganti, 11 Jurusita/Jurusita Pengganti, 1 Sekertaris, 1 Subbagian 
Perencanaan dengan 4 staf, serta 1 Subbagian Umum dan Keuangan 
dengan 8 staf. 
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Surabaya 
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama mempunyai tugas dan berwenang yaitu memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, 
kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 
Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan 
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 
eksekusi 

































              
 
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, 




c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan 
kecuali biaya perkara) 
d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 
Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, 
apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang 
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya. 
g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 
hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan 
sebagainya. 
                                                          
3
 P\A Surabya, “Profil lembaga”, https://pa-surabaya.go.id/pa/index.php/profil-lembaga/profil-
pengadilan/visi-misi, di akses pada 2 Desember 2017. 

































              
 
B. Pandangan Hakim-Hakim PA Surabaya tentang Nafkah Ayah Biologis 
Terhadap Anak Biologinya Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Sejauh catatan sejarah, pandangan berkembang terhadap status 
anak di luar nikah sangat hina, bahkan dalam sebagian hukum adat, anak 
di luar nikah lazimnya dibuang dari persekutuan (artinya tidak diakui lagi 
sebagai warga persekutuan), terkadang dibunuh.
4
 Beberapa hakim di 
Pengadilan Agama Surabaya sependapat bahwasanya hal ini dapat 
merugikan beberapa calon penerus bangsa yang harusnya mereka 




Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih menyisakan pro dan 
kontra, termasuk di kalangan hakim di seluruh Indonesia. Banyak yang 
berpendapat bahwasanya putusan tersebut merubah  isi dari pasal 43 yang 
awalnya berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”6.  
Dari pasal tersebut menjelaskan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 
laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai 
hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca 
                                                          
4
 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, t.t.), 
hlm. 112-113. 
5
 Khatim Junandi, M. Nasir, Nurjaya dkk (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), Wawancara, 
Pengadilan Agama Surabaya, 10 Desember 2017. 
6
 Mahkamah Konstitusi, “UU no. 46/PUU-VII/2010”, http//id.Mahkamah Konstitusi.go.id/ UU 
no. 46/PUU-VII/2010, Di akses pada 2 Desember 2017. 

































              
 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
7
 
Ada beberapa hal di antara hakim-hakim pengadilan Surabaya 
yang tidak setuju dengan lahirnya putusan tersebut. Salah satunya adalah 
adanya “hubungan perdata”. Karena makna dari “Hubungan Perdata” 
lebih luas dari hubungan nasab. Hubungan perdata adalah hubungan yang 
mengatur seseorang dengan seseorang yang lainnya begitu pula 
sebaliknya yang meliputi hak dan kewajiban orang itu sendiri
8
.  
Disamping itu ada beberapa Hakim Pengadilan Agama Surabaya 
yang menyetujui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tersebut. Penyebab dari setujunya tentang pasal ini karena  hal 
tersebut menjadi kemenangan bagi para wanita dan anak. Dalam kasus 
tersebut mereka juga menambahkan bahwasanya dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, para lelaki akan 
berpikir panjang karena hal ini menjadi hukuman bagi mereka telah 
melakukan pelecehan terhadap kaum wanita. Berani berbuat berani 
bertanggung jawab, Maka dari itu para ayah biologis harus menerima 
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Nafkah yang diberikan terhadap anak diluar nikah berbeda dengan 
nafkah yang diberikan terhadap anak hasil perkawinan sah. Karena nafkah 
yang diberikan terhadap anak hasil perkawinan yang sah telah diatur 
dalam KHI
10
. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) 
dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa 
suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai 
dengan penghasilannya, suami menanggung:  
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri 
dan anak. 
c. Biaya pendidikan bagi anak.11 
Nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU 
KDRT”), yang berbunyi: 
“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 
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kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 
tersebut.”12  
Perbedaan yang dimaksud pada paragraph sebelumnya ini 
memang harus diberikan agar kedua golongan tidak saling dirugikan 
maupun diuntungkan. Karena tidak adil bagi anak yang lahir dalam 
perkawinan yang sah memiliki hubungan keperdataan yang sama dengan 
anak yang lahir di luar perkawinan.
13
 
Berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama yang lainnya, menurut 
Hakimn Pengadilan Agama Surabaya pemberian nafkah terhadap anak 
yang sah dengan anak diluar perkawinan yang sah haruslah sama, karena 
dalam kasus ini kesalahan yang menyebabkan lahirnya anak diluar nikah 
adalah kedua orangtuanya, ditambah lagi anak yang baru lahir dalam 




Kemudian nafkah yang di berikan kepada anak zina merupakan 
kewajiban lain ayah biologisnya sebagai salah satu kewajiban untuk 
mencukupi biaya kesehariannya sampai dia dewasa dan bisa mencari 
nafkah sendiri. Tetapi sebagai catatan tidak boleh melebihi apa yang 
diminta oleh pemohon dalam suatu putusan.
15
 
Seperti dalam hadis nabi Muhammad saw :  
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اَن َث َّدَح   بِجاَح   نْب  ِدِيلَوْلا اَن َث َّدَح   دَّمَ مُ   نْب   بْرَح  ْنَع   يِدْي َبُّزلا  ْنَع   ِيرْىُّزلا  ِنَر َبْخَأ   ديِعَس   نْب 
 ِبَّيَس مْلا  ْنَع  ِبَأ  ََةر ْيَر ى   وََّنأ  َناَك   لو ق َي  َلَاق   لو سَر  ِوَّللا ىَّلَص   وَّللا  ِوْيَلَع  َو َمَّلَس اَم  ْنِم  
 دو لْوَم 
 َّلِّإ   دَلو ي ىَلَع  َِةرْطِفْلا   هاَو ََبَأف  ِِوناَد وَه  ي  ِِونَار صَن  يَو  ِِوناَس َج  يَُو اَمَك   جَتْن  ت   ةَميِهَبْلا   ةَمي
َِبَ  َءاَعَْجَ  ْلَى 
 َنوُّس  ِتُ اَهيِف  ْنِم  َءاَعْدَج  َّ ث   لّو ق َي و َبأ  ََةر ْيَر ى او ءَر ْقاَو  ْنِإ  ْم تْئِش  { ََةرْطِف  ِوَّللا  ِتَّلا  َرَطَف  َساَّنلا 
اَه ْ يَلَع  َلّ  َليِدْب َت  ِقَْلِلِ  ِوَّللا  } ََةيْلْا اَن َث َّدَح و َبأ  ِرْكَب   نْب  ِبَأ  َةَبْيَش اَن َث َّدَح   دْبَع ىَلْعَْلْا ح و 
اَن َث َّدَح   دْبَع   نْب  
 دَْي  حُ َانَر َبْخَأ   دْبَع  ِقاَّزَّرلا َا  هَُلَِك  ْنَع   رَمْعَم  ْنَع   ِيرْىُّزلا اََذِبَ  ِداَنْس ِْلْا  َلَاقَو 
اَمَك   جَتْن  ت   ةَميِهَبْلا   ةَمِيَبَ  ََْلو  ْر كْذَي  َءاَعَْجَ 
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az 
Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu 
Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 
bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia 
berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang 
akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -
sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. 
Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah 
berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: 
'tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 
30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari 
jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az 
Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak 
melahirkan anaknya.” (Hadist riwayat Muslim)16 
 
Dari hadist di atas menjelaskan bahwasanya anak hasil 
perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan yang sah sama-sama 
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terlahir dalam keadaan suci (fitrah). Dan apabila ada gugatan mengenai 
kesetaraan nafkah, maka hakim bisa mengambil keputusan hanya 
berdasarkan apakah anak tersebut dicatatkan dalam akta atau pun tidak 




Implikasi hubungan perdata lain adalah hak waris, akan tetapi 
waris diartikan berbeda dengan aturan hukum Islam. Warisan yang 
diberikan kepada anak lahir di luar nikah dilakukan dengan cara wasiat 
wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim 
atau lembaga yang mempunyai hak, agar harta seseorang yang telah 
meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat sukarela dapat saja 
diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang 
tertentu dan dalam keadaan tertentu.
18
 
Hakim Pengadilan Agama Surabaya menegaskan bahwasanya 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ada 
perbedaan hak antara anak hasil nikah sirrih dan anak zina (hubungan 




Meskipun kedua golongan tersebut masuk dalam ruang lingkup 
putusan, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar. Jika anak nikah 
sirrih bisa di isbatkan dan anak zina tidak bisa di isbatkan. Maksudnya 




 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184. 
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diajukan permohonan oleh yang bersangkutan ke pengadilan agama yang 
menjadi ruang lingkupnya, agar nikahnya yang sirrih itu di sahkan oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Agama. bila ternyata setelah diperiksa 
terbukti sah  memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, 
maka hakim akan menetapkan sahnya nikah yang bersangkutan, lalu 
penetapan tersebut dibawa ke KUA untuk dicatat, kemudian 
mendapatkan surat nikah atau akta nikah. Dan anaknya menjadi anak 
yang sah secara hukum.
20
 
Dalam wawancara berikutnya, penulis mecoba menanyakan 
pendapat hakim tentang fatwa MUI yang menjadikan nafkah ayah 
biologis terhadapa anak biologisnya sebagai ta’zir. Pengertian ta’zir 
adalah suatu hukuman dimana hukuman itu bersifat mendidik kepada 
pelaku agar tidak mengulanginya lagi
21. ta’zir disini dilakukan apabila 
tidak ada suatu ketetapan atau tidak hukumnya. Apabila kita kaitkan 
dengan masalah ta’zir dengan nafkah ayah biologis terhadap anak 
biologisnya maka bisa saja digunakan hukuman ta’zir tersebut apabila 
putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut belum di putuskan.
22
  
Dalam kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 telah ditetapkan tahun 2012 yang lalu, maka Fatwa 
MUI tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan ini dibuat oleh 
seluruh Hakim Pengadilan Agama Surabaya. 
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Selain hal itu, banyak termohon tidak melaksanakan eksekusi 
yang ditetapkan Pengadilan Agama karena semua itu bergantung pada 
mampu atau tidaknya pemohon membiayai biaya eksekusi tersebut. 
karena biaya eksekusi juga lebih besar dari pada biaya perkaranya. Untuk 
beberapa perkara memang seprti itu adanya. 
Permasalah berikutnya yaitu jika ayah biologis tersebut tidak 
memiliki harta sedikit pun. Tentu ini akan menjadi masalah bagi anak 
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ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 
SURABAYA TENTANG NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA 
ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 
46/PUU-VIII/2010 
 
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah pintu masuk kepastian 
hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim 
berdasarkan alat bukti dan keyakinannya secara final karena MK merupakan 
lembaga pertama dan yang terakhir.  
Sebelum menganalisis pandangan hakim tentang nafkah ayah biologis 
kepada anak diluar nikah berdasarkan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, 
alangkah baiknya jika kita melihat akibat hukum yang ditimbulkan setelah 
terbitnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwasanya  Pasal 
43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 



































pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 
dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga ayahnya. 
Dari pernyataan diatas dapat kita analisa bahwasanya anak yang timbul 
akibat pernikahan yang tidak sah memiliki hubungan nasab kepada ayah 
biologisnya, artinya hubingan nasab antara anak diluar nikah dengan ayah 
biologisnya seperti hubungan antara anak yang sah dengan ayah kandungnya 
seperti lainnya meliputi hak dan kewajiban seperti nafkah, waris dan sebagainya. 
Akan tetapi perlu digaris bawahi, itu semua memerlukan pembuktian 
melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, akta-akta yang 
membuktikan bahwasanya anak tersebut memang dilahirkan dan memiliki 
hubungan darah dengan ayah biologisnya. 
Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” berdasarkan pasal 
tersebut, pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut 
peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 
pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum 
angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan 



































menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya 
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, 
suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. 
Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya pencatatan 
perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan hukum, guna 
mendapatkan perlindungan dari Negara berupak hak-hak kemanusiaan. Tapi 
beberapa Hakim Pengadilan Agama Surabaya kurang sependapat dengan itu. 
Menurut mereka Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 sudah tidak manyalahi aturan yang 
ada. Kewajiban yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 sangat 
berguna bagi anak luar nikah berupa hak-hak keperdataan. Maka bagi mereka 
yang melanggarnya patut untuk diberikan sanksi karena tidak mungkin 
menyalahkan anak luar nikah. 
Ada pula hakim yang tidak setuju dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010 dan berpendapat bahwasanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 berpotensi 
meniadakan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, begitu pula sebaliknya. Maka Pasal 2 
ayat (2) UU 1/1974 menjadi syarat yang wajib dan tidak boleh tidak dilakukan 
dalam melakukan perkawinan. Karena Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak hanya 
dimaknai kewajiban adminstratif, melainkan syarat akan memiliki kekuatan 



































hukum tetap dimana anak luar nikah dapat mendapatkan haknya anak yang sah. 
Agama juga mengatakan bahwasanya seseorang harus mematuhi 3 hal yang 
diantaranya harus mematuhi pemerintahan dimana dapat diartikan sebagai 
undang-undang Negara. 
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini sebenarnya telah sejalan 
dengan pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”. Karena selama ini ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 
1974 kurang bisa melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak diluar nikah atau 
juga bisa dikatakan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif. 
Dalam pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan tanggung jawab penuh 
terhadap wanita sebagai ibu kandung seperti biasanya dan meniadakan tanggung 
jawab laki-laki sebagai ayah sahnya. 
Dalam putusan tersebut, banyak hakim-hakim di Pengadilan Agama 
Surabaya yang berbeda pendapat. Adapun beberapa pendapat tersebut 
diantaranya: 
1. Tidak menyetujui adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Beberapa hakim Pengadilan Surabaya tidak menyetujui adanya 
putusan ini. Ada beberapa hal yang menjadi alasan dari penentangan 
tersebut yaitu diantaranya dalam pasal 43 adanya kata “hubungan 
perdata”. Karena makna dari “Hubungan Perdata” lebih luas dari 
hubungan nasab. Hubungan perdata adalah hubungan yang mengatur 



































seseorang dengan seseorang yang lainnya begitu pula sebaliknya yang 
meliputi hak dan kewajiban orang itu sendiri
1
. Mahkamah Konstitusi 
tidak menjelaskan secara terperinci “hubungan perdata” tersebut 
apakah disitu ada batasan yang harus di ikuti atau tidak. Menurut 
mereka jika adanya batasan-batasan dalam hubungan perdata bisa jadi 
sesuatu yang berbeda yang dapat diterima oleh masyarakat termasuk 
golongan hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. 
Dapat kita analisa bahwasanya beberapa hakim kurang tepat dalam 
menyimpulkan arti dari hubungan perdata itu sendiri. Karena Mantan 
Ketua MK menyatakan Hubungan perdata yang diberikan kepada 
anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan 
wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar perkawinan yang 
tidak diatur fikih, antara lain, berupa hak menuntut pembiayaan 
pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan 
hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 
1365 KUH perdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji. 
Intinya adalah hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali 
nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-
prinsip munakahat sesuai fiqih. 
2. Menyetujui adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
Tidak seperti hakim sebagian lainnya, ada beberapa hakim yang tidak 
menentang putusan ini, beberapa hakim Pengadilan Agama Surabaya 
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menyetujui adanya putusan tersebut. Hal ini didasari karena putusan 
ini memberikan kemenangan kepada pihak wanita dan anak. Dalam 
pasal 43 Undang-Undang pernikahan 1974 Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  
Penulis juga menganalisa beberapa pendapat hakim diantaranya : 
1. Pemberian nafkah antara anak sah dan anak diluar nikah 
Penulis berpendapat bahwasanya hal mengenai kesetaraan nafkah 
tidak menjadi pertimbangan yang berat terlebih itu semua untuk 
mensejahterakan anak maka boleh saja apabila anak yang lahir diluar 
penikahan yang sah mendapatkan hak yang sama dengan anak yang 
sah dalam hal nafkah. Mendapatkan hak nafkah bagi anak luar nikah 
tidaklah mudah, harus diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang ada, 
seperti bukti autentik berupa akta dan yang lainnya. Batasan putusan 
MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam putusan MK Nomor 
46/PUU-VIII/2010 adalah nafkah anak hasil nikah sirrih karena yang 
menjadi latar belakang terbentuknya putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010 adalah permohonan Machica Mockhtar yang telah menikah 
sesuai syariat agama dan undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 2 



































ayat 1 dengan Moerdionoatau bisa dikatakan mereka telah melakukan 
pernikahan sirrih. Jadi anak yang berada di luar penikahan yang sah 
secara agama tidak masuk dalam undang-undang ini. 
2. Anak di luar nikah mendapatkan hak yang sama dengan anak sah 
Adapun nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban khususnya 
orang tua yang diberikan kepada anak sesuai dengan Undang Undang 
Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. Dan juga di dalam Al-Qur’an 
dijelaskan bahwasanya nafkah juga penting bagi istri dan anak. jadi 
dalam berbagai alasana apapun anak tetap mendapatkan nafkah baik 
itu anak luar nikah maupun anak kandung. Hal ini terdapat dalam Al-
Qur’an surat Al-baqarah ayat 233: 
 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر َُهل ِدُولْوَمْلا ىَلَعَو اَهَعْسُو َّلَِإ ٌسْف َن ُفَّلَكُت َلَ  
“Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.2 
 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung 
jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. 
Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya 
mempertahankan keutuhan eksistensi sebuah keluarga, nafkah wajib atas 
suami semenjak akad perkawinan dilakukan
3
. Anak merupakan salah satu 
rahmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang bernilai tinggi 
dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Baik 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, As-Salam AlQur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Jabal Qur’an, 2015),  
3
TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Islam Memunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas, cet 
ke-1, (Jakarta: Bulan bintang, 1975), 105 



































di dunia maupun di akhirat nanti
4
. Oleh karena itu agama islam 
mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, 
jangan didustakan apalagi jangan sampai di palsukan. Karena pada 
dasarnya hubungan keturunan adalah nikmat Allah SWT yang 
dianugerahkan kepada hamba-Nya.Perkawinan bukan hanya menyalurkan 
nafsu seksual secara sah belaka, tetapi juga untuk kepentingan reproduksi 
yang akan menyambung nasab orang tuanya dan mewarisi sejarah 
keluarganya. 
Al-Qur’an melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat 
menjerumuskan seseorang pada hubungan kelamin diluar perkawinan. 
Demikian pentingnya istitusi perkawinan, karena salah satu tujuannya 
adalah untuk reproduksi, karena itu Nabi mengajak untuk hidup 
berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh warga dan umat Islam yang 
shaleh. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, Menurut 
bahasa, nafkah berasal dari kata “nafaqah” yaitu barang barang yang 
dibelanjakan seperti uang. Sedang secara istilah terdapat beberapa 
pengertian, di antaranya adalah: 
Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh 
seseorang kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi 
kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, 
pakaian dan tempat tinggal. 
                                                          
4
Syahminan Zaini al-Barry, Arti AnakBagi Seorang Muslim, (Surabaya; Al-ikhlas, t.t), 86 



































Dalam Ensiklopedi hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran 
yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik 
atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 
Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, 
tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang 
yang kaya. 
Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik 
berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun ketentraman atau 
kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena: 
pekawinan, kekeluargaan, dan pemilikan atau hak milik (hamba 
sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah 
merupakan pemberian hak lahir dan batin terhadap seseorang yang 
memiliki hubungan seperti perkawinan, kekeluargaan, dan pemilikan atau 
hak milik dengan sesuai kemampuan. Adapun nafkah terhadap anak 
merupakan suatu kewajiban khususnya orang tua yang diberikan kepada 
anak sesuai dengan Undang Undang Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. 
 Sedangkan anak di luar nikah tidak mendapatkan kesetaraan 
nafkah dengan anak yang sah. Menurut analisis penulis, Anak diluar nikah 
bisa mendapatkan hak yang sama dengan anak yang sah apabila dilakukan 
permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, dengan begitu anak luar 
nikah tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran yang mana bisa di jadikan 
bukti bahwasanya dia adalah anak yang sah. 




































A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab 
sebelumnya mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya 
tentang nafkah ayah biologis kepada anak diluar nikah berdasarkan putusan 
MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1.  Mengenai putusan tersebut hakim-hakim di Pengadilan Agama 
Surabaya berbeda pendapat. Diantaranya tidak menyetujui karena 
adanya kata “hubungan perdata”. Mahkamah Konstitusi tidak 
menjelaskan secara terperinci kata “hubungan perdata” tersebut 
apakah disitu ada batasan yang harus di ikuti atau tidak. Menurut 
mereka jika adanya batasan-batasan dalam kata “hubungan perdata” 
maka bisa diterima oleh masyarakat termasuk golongan hakim-hakim 
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Adapun yang setuju karena 
lelaki lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya 
terhadap kaum wanita, karena adanya perubahan Undang-Undang 
Perkawinan pasal 43 memaksa lelaki untuk menafkahi anak hasil 
nikah sirrihnya. 
2. Mantan Ketua MK menyatakan Hubungan perdata yang diberikan 
kepada anak diluar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, 

































waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak diluar 
perkawinan yang tidak diatur fikih, antara lain, berupa hak menuntut 
pembiayaan pendidikan atau hak menuntut ganti rugi karena 
perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang 
diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata atau hak untuk menuntut 
karena ingkar janji. Intinya adalah hak-hak perdata selain hak nasab, 
hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait 
dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqih. Ruang lingkup yang 
menjadi pembahasan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 
adalah nafkah anak hasil nikah sirrih karena yang menjadi latar 
belakang terbentuknya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah 
permohonan Machica yang telah menikah dengan Moerdiono sesuai 
dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 2 ayat 1. Jadi anak 
yang berada di luar penikahan yang sah secara agama tidak masuk 
dalam undang-undang ini. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada Hakim  
Pengadilan Agama Surabaya, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 
sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan Pengadilan 
Agama Surabaya sebagai berikut: 
1. Dimohon untuk para hakim agar menghormati putusan MK Nomor 
46/PUU-VIII/2010. Karena putusan MK ini adalah putusan yang 
pertama dan terakhir. 

































2. Diharapkan kepada hakim-hakim Pengadilan Agama Surabaya agar 
selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya tentang 
kekeluargaan dan dampak dari nikah sirih. 
3. Menyediakan sarana isbat nikah gratis. Agar masyarakat lebih terbuka 
untuk melakukan isbat nikah. 
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